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Abstract: Tolerance Institutionalization through Education at Multireligion High Schools in
Bali. This research aimed at finding out the role of multi-religion high schools in institutionalizing
tolerance of life. This study utilized a qualitative approach by making use of multireligion high
school in Bali as the location. The research finding indicated that the headmasters, religion teachers,
and the multi-religion students had good understanding about tolerance of different religions. The
high schools had the same policy to the whole school members to do religion activity by serving
religion teachers, religion text-books, holy places, celebrating holy days and respecting each other.
Religion learning was organized very well both inside and outside of the classroom. Students
organizations (OSIS) play an important role in developing religion tolerance reflected from its
organizational structure. School Committee and government also play the same roles.

Keywords: institutionally tolerance, multireligion highschools, multiculture education.

Abstrak: Pelembagaan Toleransi melalui Pendidikan pada SMA Multiagama di Bali.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran SMA-SMA multiagama di Bali dalam
melembagakan kehidupan bertoleransi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Lokasi
penelitian adalah SMA-SMA multiagama di delapan kabupaten di Bali. Temuan penelitian menun-
jukkan bahwa kepala sekolah, guru agama, dan siswa di SMA multiagama memiliki pemahaman
yang baik tentang toleransi agama. Sekolah memiliki kebijakan yang sama bagi seluruh warga seko-
lah untuk melakukan kegiatan agama dengan menyediakan guru agama, buku-buku agama, ruang
ibadah, merayakan hari besar keagamaan dan bersilaturahmi dengan seluruh warga sekolah. Pembe-
lajaran agama berjalan baik di sekolah maupun luar sekolah. OSIS berperan penting dalam mengem-
bangkan sikap toleransi agama yang tercermin dari struktur organisasi. Komite dan dinas terkait juga
memiliki peran penting dalam mengembangkan toleransi agama di SMA multiagama ini.

Kata-kata Kunci: pelembagaan toleransi, SMA multiagama, pendidikan multibudaya

Indonesia merupakan negara multikultural, maje-
muk, pluralistik atau Bhineka Tunggal lka (Ku-
sumohamidjoyo, 2000; Naim & Saugi, 2008).
Kemajemukan ini juga bersifat multidimensi, an-
tara lain menyangkut perbedaan agama, suku
bangsa, kebudayaan, kelas sosial, dan lain-lain
(Abdilah, 2001; Adian, 2002; Nasikun, 2000;
Hefner, 2001; Azra, 2007; Tillar, 2007). Kema-
jemukan dalam bidang agama, misalnya sering-
kali berkaitan dengan etnisitas. Bahkan sebagai-
mana dikemukakan Atmadja (2010) agama tidak
hanya sebagai tuntunan hidup keduniawian dan
kelahiran, tetapi seringkali diposisikan sebagai
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identitas suatu etnik. Misalnya etnik Bali meng-
gunakan agama Hindu sebagai identitas etniknya.
Dalam konteks inilah agama secara mudah di-
bangkitkan sebagai sarana penumbuhkembangan
solidaritas sosial internal guna menghadapi ke-
lompok etnik lainnya yang kebetulan berbeda
agama. Berkenaan dengan itu, maka posisi aga-
ma pada masyarakat Indonesia yang bercorak
multikultur akan berwajah ganda, yakni di satu
sisi agama adalah sumber moralitas dalam kehi-
dupan bermasyarakat, namun di sisi yang lain
agama secara mudah bisa dikaitkan dengan pe-
numbuhkembangan solidaritas internal guna


mailto:tuty_maryati_ragil@yahoo.co.id

136 Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Jilid 47, Nomor 2-3, Oktober 2014, him.135-144

menghadapi atau bahkan memarjinalkan kelom-
pok etnik lain yang berbeda agamanya. Begitu
pula Werang (2010: 44) menyatakan bahwa, ...
Agama sering menjadi kedok untuk menolak ke-
hadiran orang lain, menganggap agamanya yang
paling benar dan mempunyai hak hidup, semen-
tara agama yang lain adalah salah, tersesat dan
harus diancam hak hidupnya”.

Betapa rentannya pemakaian agama seba-
gai sarana untuk memperkuat permusuhan atau
bahkan bisa pula diperalat sebagai sarana untuk
melegitimasi kekerasan terhadap penganut aga-
ma lainnya dapat dicermati pada berbagai konflik
yang muncul di berbagai daerah di Indonesia,
misalnya konflik Ambon, Poso, Sampit, dll. Bah-
kan sebagaimana dikemukakan Atmadja (2010),
pasca Bom Bali | dan Il, hubungan antara umat
Hindu dan Islam di Bali rentan terhadap konflik.
Hal ini berkaitan dengan adanya kenyataan bah-
wa peristiwa Bom Bali | dan |1, pelakunya adalah
orang Islam, sehingga orang Bali secara mudah
terjebak pada hipergeneralisasi (“ngaduk sera aji
keteng”....karena nila setitik rusak susu sebela-
nga), sehingga gangguan terhadap toleransi men-
jadi sulit dihindarkan. Gejala ini sangat mempri-
hatinkan, sebab kekerasan tidak saja bertenta-
ngan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga
dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu dibu-
tuhkan kerjasama dan saling bahu-membahu da-
lam setiap sendi bangsa untuk menjaga persatuan
sehingga sisi gelap dari kemultikulturan tidak
menjadi bumerang bagi pembangunan bangsa.

Untuk mencapai hal tersebut, menjadi
tanggungjawab segenap anak bangsa, termasuk
di dalamnya lembaga pendidikan formal atau du-
nia persekolahan. Hal ini tidak bisa dilepaskan
dari peran sekolah, yakni sebagai agen ideologi-
sasi. Sekolah bertanggung jawab untuk mena-
namkan nilai-nilai toleransi sebagai implement-
tasi nilai-nilai yang tercakup dalam sila | Panca-
sila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, pada ling-
kungan sekolahnya (Listia, Arham & Geogali,
2007). Gagasan ini sangat penting, tidak hanya
karena nilai-nilai toleransi amat penting bagi ke-
langsungan hidup bangsa Indonesia yang berco-
rak multikultur, termasuk di dalamnya multiaga-
ma, tetapi juga karena terkait dengan fungsi se-
kolah yakni fungsi konservatif, progresif, dan
mediasi (Danim, 2007; Budianta, 2008). Artinya,
sekolah bertanggungjawab untuk mempertahan-
kan nilai-nilai budaya yang dianggap luhur da-
lam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di-
sertai dengan perubahan secara meruang dan me-
waktu, dan sosialisasi secara berkelanjutan agar

tercipta manusia yang menjunjung tinggi nilai-ni-
lai Pancasila.

Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ber-
corak multiagama, di mana peserta didik dan gu-
runya tidak selalu memeluk agama yang sama
atau memeluk agama yang berbeda-beda (ada
yang beragama Hindu, Budha, Islam, Kristen,
Katolik dan Kong Hu Cu) merupakan arena sosi-
al yang paling ideal untuk menerapkan toleransi
agama melalui manajeman sekolah yang dipra-
karsai oleh kepala sekolah, dan manajemen kelas
yang dilakukan oleh guru agama. Di sekolah ini,
pengembangan toleransi menjadi tanggung jawab
berbagai aktor yang ada di sekolah sebagai sis-
tem sosial, yakni kepala sekolah dan guru agama
beserta para murid sebagai suatu kesatuan yang
bersifat sistemik dalam pengelolaan kegiatan be-
lajar mengajar di kelas maupun di luar kelas. Ak-
tor lain yang tidak kalah pentingnya dalam ma-
syarakat sekolah adalah Organisasi Siswa Intra
Sekolah (OSIS). OSIS tentu memiliki pula tang-
gung jawab untuk melembagakan nilai-nilai tole-
ransi lewat berbagai kegiatan yang melibatkan
siswa tanpa membedakan latar belakang agama-
nya. Begitu pula peran Komite Sekolah tidak bi-
sa diabaikan, mengingat bahwa kemajemukan se-
kolah, termasuk di dalamnya bagaimana sekolah
mengembangkan toleransi, tentu tidak bisa dile-
paskan dari masukan yang diberikan oleh Komite
Sekolah, baik dalam bentuk material dan finan-
sial maupun ide-ide (informasi). Bahkan yang ti-
dak kalah pentingnya, selain Komite Sekolah,
ada pula lembaga yang disebut Dewan Pendidi-
kan.

Penelitian tentang pendidikan multikultural
di sekolah-sekolah yang ada di Bali sudah ba-
nyak dilakukan, antara lain Yasa (2008) tentang
“Pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif
dengan Pendekatan Multikultur dalam Upaya Pe-
ningkatan Kesadaran Multikultur dan Hasil Be-
lajar Siswa pada Pembelajaran Pendidikan Ke-
warganegaraan (Studi Eksperimen pada Para
Siawa SMPN 1 Kuta Utara)”. Suastika (2009)
menulis tesis berjudul “Pengembangan Instru-
men Asesmen Otentik dalam Pendidikan Kewar-
ganegaraan yang Bermuatan Multikultur pada
SMPN Kota Singaraja”. Triyonawati (2009) me-
nulis tesis berjudul “Model Pengorganisasian
Materi Multikultur dalam Pembelajaran IPS SMP
(Studi Tentang Kesiapan Sumber Daya, Sarana
dan Prasarana dan Daya Dukung Sekolah terha-
dap Pengembangan Model Pendidikan Multikul-
tur pada SMPN di Kota Singaraja). Mastutik
(2009) menulis tentang “Studi Evaluatif Efektivi-
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tas Kelompok Kerja Guru (KKG) IPS dalam Me-
laksanakan Pendidikan Multikultural di Sekolah
Dasar se-Kecamatan Denpasar Selatan”. Aryana
(2009) menulis tesis berjudul “Pengaruh Penera-
pan Model VCT terhadap Prestasi Belajar Siswa
dalam Pembelajaran PKn yang Berorientasi Mul-
tikultur di SMPN 6 Singaraja”.

Masalah-masalah yang dikaji dalam tesis-
tesis di atas, begitu pula penelitian yang dilaku-
kan para akademisi Undiksha pada umumnya,
memiliki karakteristik yang sama, yakni: perta-
ma, pendekatan yang digunakan adalah pendeka-
tan kuantitatif sehingga sangat kental dengan pa-
radigma positivistik, memakai analisis statistik
yang mengarah pada nomotetik. Kedua, hasilnya
dapat diduga, bahwa apa yang diujicobakan (da-
lam penelitian eksperimen) pasti dapat berhasil
dengan baik, sehingga layak ditindaklanjuti oleh
sekolah dan lembaga lain yang terkait. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa dari hasil pene-
litian tersebut, maka segala masalah pendidikan
yang terkait dengan kemultikulturalan secara ku-
antitatif, statistikal dan monotetik tampaknya su-
dah terpecahkan secara memuaskan.

Mendasarkan pada beberapa hasil peneli-
tian di atas, maka penulis tertarik melakukan pe-
nelitian terkait sikap toleransi agama dengan
pendekatan yang berbeda, yakni pendekatan kua-
litatif. Melalui pendekatan ini, peneliti bisa meli-
hat masalah sebagai hal yang nonstatistikal dan
ideografis, berusaha mengungkap jawaban di ba-
lik pertanyaan “bagaimana (how)” dan “menga-
pa (why)” dalam konteks permainan berbagai ak-
tor, melihat permasalahan secara lebih holistik,
yaitu mencakup pula manajemen sekolah dan ke-
terkaitannya dengan lembaga-lembaga lain (Ko-
mite Sekolah, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidi-
kan, Departemen Agama). Masalah yang dikaji
tidak saja berkaitan dengan toleransi tetapi juga
masalah intoleransi, stereotipe, prasangka, diskri-
minasi, yang berujung pada kekerasan yang dila-
kukan oleh kelompok mayoritas kepada minori-
tas, dengan menggunakan teori psikologi sosial
dan sosiologi yang mengarah kepada teori Kritis,
dengan judul “Pelembagaan Toleransi Melalui
Pendidikan Agama pada SMA Multiagama di
Bali (Perspektif Pendidikan Kritis)”.

METODE

Penelitian ini berjudul “Pelembagaan Tole-
ransi Melalui Pendidikan Agama Pada SMA
Multiagama di Bali (Perspektif Pendidikan Kri-
tis). Pendekatan yang digunakan adalah pendeka-

tan kualitatif sehingga sasarannya lebih menguta-
makan pencarian pemahaman daripada penguku-
ran (Irawan, 2006). Sebagaimana tercermin dari
judul penelitian, maka lokasi penelitian adalah
SMA-SMA multiagama di delapan kabupaten,
yakni Jemberana, Tabanan, Badung, Gianyar,
Klungkung, Bangli, Karangasem dan Buleleng,
serta satu kota madya, yakni Denpasar. SMA
yang dipakai sebagai lokasi penelitian ditentukan
secara purposif, di mana di setiap kabupaten di-
ambil masing-masing dua SMA, dengan persya-
ratan, pertama statusnya SMA Negeri. Kedua,
SMA tersebut bercorak multiagama. Ketiga,
SMA yang digunakan sebagai lokasi penelitian
diambil dari Data Statistik Kabupaten. Penentuan
informan dilakukan secara purposif dengan tek-
nik pengumpulan data diawali dengan teknik sur-
vey yang digunakan secara eksploratif dan dilan-
jutkan dengan penyebaran angket. Berdasarkan
temuan data dari angket dilanjutkan dengan wa-
wancara mendalam. Selajutnya data juga diambil
lewat studi dokumen, yakni dengan menganalisis
data berupa teks, seperti RPP yang dibuat guru,
data kepengurusan OSIS, data siswa, guru dan
pegawai yang menunjukkan adanya keberaga-
man latar belakang agama. Data juga diperkuat
dengan teknik observasi untuk mengamati akti-
vitas dan artefak yang terkait dengan pelemba-
gaan toleransi, misalnya ketersediaan sarana iba-
dah, perpustakaan yang memuat buku-buku teks
pelajaran agama, kondisi duduk siswa di ruang
kelas, tata pergaulan siswa yang berbeda agama
pada saat mereka di luar jam pelajaran, dan seba-
gainya. Teknik pengambilan data tersebut digu-
nakan secara bersamaan dan saling melengkapi
sesuai prinsip penelitian kualitatif (Alwasilah,
2011; Mulyana, 2001). Untuk menguji kesahihan
data dilakukan teknik triangulasi, yang meliputi
triangulasi sumber data, triangulasi teknik, tri-
angulasi waktu, analisis kasus negatif, dengan
menggunakan bahan referensi, dan mengadakan
member check (Sugiyono, 2005). Selanjutnya da-
ta dianalisis dengan menggunakan analisis des-
kriptif kualitatif model interaktif (Miles dan Hu-
berman (1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini fokus pada pengungkapan
sikap toleransi agama dan sejumlah aktor yang
berperan dalam mengembangkan sikap toleransi
tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan didapat temuan penting sebagai
berikut.
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Pemahaman Kepala Sekolah, Guru Agama,
dan Siswa tentang Hakekat Toleransi Agama

Kepala sekolah, guru agama dan siswa di
SMA multiagama memiliki pemahaman yang ba-
ik mengenai sikap toleransi agama. Pada umum-
nya mereka berpandangan bahwa toleransi ada-
lah sikap yang mau memahami dan menghargai
perbedaan dalam bidang agama, sehingga mere-
ka dapat hidup rukun dengan warga sekolah yang
berbeda agama, karena pada dasarnya semua
makhluk ciptaan Tuhan memiliki kedudukan
yang sama, sehingga wajib menghormati antara
satu dengan yang lainnya. Secara umum dari pe-
ngertian tersebut pemahaman kepala sekolah, gu-
ru agama dan siswa tentang toleransi agama me-
miliki kelemahan, yakni, pertama mereka me-
maknai toleransi hanya dalam konteks lintas aga-
ma, padahal dalam tubuh agamanya sendiri ada
kemungkinan terdapat aliran-aliran tertentu yang
patut pula diterima secara toleransi.

Kedua, makna toleransi masih cenderung
sebatas toleransi pasif, padahal makna toleransi
harus pula mencakup bagaimana mengusahakan
toleransi agar bisa diwujudkan atau apa yang di-
sebut toleransi aktif. Toleransi aktif yang tampak
dari pemahaman ini adalah dalam bentuk kebija-
kan yang dibuat kepala sekolah, yakni berupa
aturan-aturan. Namun terlepas dari kekurangan
ini, pemahaman kepala sekolah, guru agama dan
siswa tentang toleransi agama secara tekstual su-
dah sangat baik. Mereka paham betul makna to-
leransi secra konseptual. Dengan mengacu pada
empat hal, pertama, empat pilar kebangsaan,
yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka
Tunggal Ika, maka akan memberikan ruang bagi
toleransi. Kedua, realitas masyarakat Indonesia
yang memang multikultur sehingga toleransi
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehi-
dupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
Ketiga, kerukunan adalah tuntutan sosiologis ba-
gi manusia. Keempat, globalisasi mengakibatkan
pluralisme semakin menguat.

Kebijakan Sekolah dalam Melembagakan
Tolerenasi Agama di SMA Multiagama

Kebijakan sekolah dalam melembagakan
toleransi agama di SMA-SMA multiagama dapat
dilihat dari kebijakan yang ditetapkan kepala se-
kolah, yakni dalam bentuk aturan dan hal yang
bersifat aplikasi di lapangan. Kepala sekolah se-
bagai pimpinan sekolah telah merancang kegia-
tan toleransi, baik yang bersifat pasif maupun ak-
tif, yakni pertama, sekolah menyediakan guru-

guru agama sesuai dengan pluralitas agama yang
ada di sekolahnya. Kebijakan ini tentu tidak da-
pat dilepaskan pula dari peran negara atau politik
pendidikan yang diterapkan oleh negara. Kedua,
kepala sekolah selalu berusaha bersikap adil atau
memperlakukan penganut agama yang berbeda-
beda di sekolahnya secara berkesetaraan, baik
terhadap guru maupun siswanya. Ketiga, menye-
diakan buku-buku pelajaran agama untuk semua
agama yang ada. Keempat, menyediakan ruang
ibadah untuk agama non-Hindu meskipun hanya
sebatas sebuah ruangan, bukan bangunan tempat
suci. Untuk itu, kepala sekolah memberikan dis-
pensasi kepada siswa, misalnya siswa yang ber-
agama Islam untuk beribadah lima waktu, meski-
pun bertepatan dengan jam pelajaran. Kelima,
kepala sekolah memberi dukungan terhadap ke-
giatan yang dirancang oleh siswa terkait satu
agama tertentu. Keenam, kepala sekolah mengu-
capkan selamat hari raya, jika satu agama mera-
yakan hari rayanya. Kepala sekolah bisa pula
berkunjung ke rumah teman-teman sejawat, baik
untuk mengucapkan selamat hari raya maupun
keperluan lain misalnya undangan perkawinan.
Ketujuh, untuk sekolah Katolik, seperti pada
SMA St. Pulus Singaraja, doa harian dibuat de-
ngan memakai kata-kata yang bersifat universal.
Pada saat-saat tertentu, siswa dikumpulkan untuk
melakukan doa bersama, dikelompokkan menu-
rut agamanya, dipimpin guru agama masing-ma-
sing. Hal ini dimaksudkan untuk menyadarkan
anak akan agamanya masing-masing dan sekali-
gus mengeratkan hubungan lintas agama. Dari
berbagai kebijakan tersebut tampak bahwa kepa-
la sekolah sebagai pimpinan di lembaga sekolah
telah menumbuhkan sikap toleransi dalam kehi-
dupan kesehariannya. Wujud dari sikap toleransi
tersebut telah diaplikasikan secara berkesinam-
bungan di sekolah yang ia pimpin sebagai sebuah
kebijakan bersama dengan tujuan terciptanya
suasana yang damai dan bertoleransi sehingga tu-
juan sekolah sebagai lembaga pendidikan dan pe-
ngajaran dapat tercapai secara maksimal.

Pelaksanaan Pendidikan Agama di SMA

Multiagama

Pelaksanaan pendidikan agama di SMA
multiagama, baik di dalam maupun luar kelas,
termasuk aplikasinya dalam kehidupan kesehari-
an berjalan dengan sangat baik. Hal ini dapat di-
lihat dari perayaan hari-hari besar keagamaan di
sekolah, seperti perayaan Purnama, Tilem dan
hari Saraswati bagi yang beragama Hindu, pera-
yaan Idul Fitri dan buka bersama bagi yang ber-
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agama lIslam, perayaan Natal bagi yang beraga-
ma Kristen dan Katolik, serta hari raya Waisak
bagi yang beragama Budha. Selain itu, tersedia-
nya guru agama bagi masing-masing agama di
semua SMA multiagama, buku-buku pelajaran
agama dan tempat untuk melaksanakan kegiatan
keagamaan, menjadi bukti nyata bahwa pelaksa-
naan kegaiatan agama berjalan dengan baik. Se-
lain itu, peranan guru agama bagi pengembangan
sikap toleransi agama sangat penting dan menja-
di suatu hal yang sangat vital. Guru agama men-
jadi ujung tombak dalam memberikan pemaha-
man dan sekaligus menjadi contoh nyata dari si-
kap dan tingkah laku yang bertoleransi agama se-
hingga bisa menjadi panutan dan teladan bagi
siswa khususnya dan warga sekolah lainnya. Gu-
ru agama juga menjadi perantara dalam mewu-
judkan pemahaman agama yang universal agar
siswa tidak mudah terjerumus pada sikap fanatic-
me sempit dan memandang setiap agama adalah
baik. Selain guru agama juga bertugas member-
kan materi agama yang hakiki dan universal ke-
pada anak didik sehingga tidak melahirkan sikap
fanatisme sempit dan menjelekkan agama lain-
nya. Yang tidak kalah pentingnya, guru agama
yang baik adalah guru agama yang mampu mem-
berikan contoh dan tauladan kepada warga seko-
lah lainnya tentang sikap dan tingkah-laku yang
mencerminkan nilai-nilai agama yang adiluhur
dan universal sehingga bisa dijadikan panutan
bagi warga sekolah dalam bertindak dan berting-
kah laku.

Pengajaran toleransi agama oleh guru aga-
ma sebagian besar dipraktikkan pada pembelaja-
ran agama. Bentuk-bentuk pengajaran biasanya
disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah.
Ada guru agama yang memberikan pengemba-
ngan sikap toleransi dengan menjelaskan melalui
ayat-ayat suci agama yang menyatakan penting-
nya pengembangkan sikap toleransi agama.
Memberikan contoh-contoh riil tentang penting-
nya toleransi dalam menjalankan agama sehingga
semua agama Yyang ada di Indonesia bisa saling
berdampingan dan melengkapi satu dengan yang
lainnya. Pengembangan sikap toleransi oleh guru
agama memberikan dampak yang luas karena gu-
ru sangat dihormati dan menjadi panutan siswa
dalam melakukan tindakan keseharian. Oleh ka-
rena itu, guru agama seharusnya bisa meluruskan
berbagai penyimpangan yang terjadi dalam prak-
tik keagamaan, seperti kerusuhan etnik, terorisme
dan yang lainnya. Bahwa tindakan tersebut tidak
dibenarkan dalam agama apapun. Dengan adanya
penjelasan yang benar tentang hal itu, diharapkan

toleransi agama yang sudah tumbuh akan sema-
kin meningkat dan menjadi semakin kuat sehing-
ga tujuan pembangunan bangsa akan dapat dica-

pai.

Peran Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
dalam Mewujudkan Pelembagaan Toleransi
Agama

OSIS sebagai organisasi siswa di sekolah
juga memiliki peranan penting dalam pelembaga-
an sikap toleransi agama. Implementasi dari si-
kap toleransi agama ini, pertama dapat dilihat
dari struktur organisasi OSIS. OSIS berperan se-
bagai wadah untuk mengembangkan bakat dan
minat dari seluruh siswa yang ada di sekolah. Se-
bagai sebuah organisasi, OSIS memiliki anggota
seluruh siswa yang ada di sekolah, dan dengan
demikian juga mencerminkan keanggotaan dari
berbagai latar agama, suku dan etnik. Oleh kare-
na itu struktur kepengurusannya juga mencer-
minkan keberagaman tersebut. Unsur mayoritas
dan minoritas yang ada di sekolah tidak tampak
dalam tatanan kepengurusan OSIS. Seluruh sis-
wa memiliki hak dan kewajiban yang sama terha-
dap kepengurusan OSIS. Anggota dalam struktur
pengurus OSIS dipilih berdasarkan kemampuan,
kepercayaan dan dedikasi yang ditunjukkan sis-
wa, bukan karena alasan agama atau etnik ter-
tentu. Disamping itu, pengurus juga dipilih seca-
ra demokratis, di mana setiap siswa berhak men-
calonkan diri, berhak dipilih dan memilih. Pemi-
lihan pengurus OSIS sepenuhnya adalah hak sis-
wa. Selain dipilih secara demokratis, struktur pe-
ngurus OSIS juga mengedepankan asas keterwa-
kilan dari kelompok tertentu, dan diambil dari
keterwakilan semua kelas. Oleh karena itu, da-
lam struktur pengurus OSIS selalu anggotanya
diharapkan menunjukkan keberagaman, baik dari
latar agama, etnik atau suku yang ada di sekolah
tersebut.

Kedua, sikap toleransi juga dapat dicermati
dari berbagai bentuk kegiatan yang dirancang
OSIS. Bentuk dan pengembangan nilai toleransi
agama dapat dilhat dari beberapa kegaiatan, se-
perti bakti sosial ke panti asuhan dan panti jom-
po. Kegaiatan OSIS ini tidak pernah dilandasi
atas dasar kepentingan agama tertentu, tetapi le-
bih pada keinginan untuk membantu dan meri-
ngankan penderitaan yang dirasakan oleh kelom-
pok masyarakat yang membutuhkan. Mereka ti-
dak membedakan antara kunjungan ke panti asu-
han yang dimiliki yayasan agama tertentu dengan
anak dengan latar belakang tertentu maupun kun-
jungan ke panti asuhan dengan anak asuh dari
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berbagai latar belakang agama. Kedatanagan pe-
ngurus OSIS ini memang didasarkan pada ke-
inginan membantu dan berbagi kepada mereka
yang kurang mampu dengan memberikan pera-
latan belajar, makanan, uang, atau pakaian layak
pakai. Begitu pula kerja bakti yang dilakukan di
tempat-tempat suci. Kerja bakti biasanya dilaku-
kan di pura yang merupakan tempat suci umat
Hindu. Siswa lain yang non-Hindu sama sekali
tidak berkeberatan dan bahkan secara suka rela
turut kerja bakti dengan senang hati sebagai wu-
jud dari toleransi agama. Selain itu, kunjungan ke
mesjid, wihara dan klenteng, seperti yang ada di
Denpasar, juga banyak dilakukan oleh OSIS
maupun siswa sekolah lainnya. Kunjungan ini bi-
sa dalam rangka implementasi metode pembela-
jaran berbasis kontekstual, di sisi lain juga seka-
ligus bisa digunakan sebagai sarana implement-
tasi pendidikan multikultural yang pada ujungnya
bermuara pula pada toleransi agama. Hal ini sa-
ngat penting dan relevan, terlebih di Bali banyak
sekali tempat-tempat suci seperti pura, masjid,
vihara maupun klenteng yang memiliki nilai-nilai
multikulturalisme.

Ketiga, OSIS biasanya juga memiliki pro-
gram kegiatan seni dan budaya. Acara ini diman-
faatkan untuk ajang apresiasi seni dan budaya,
baik tarian, music, dan sebagainya, yang menciri-
kan berbagai budaya di Indonesia. Selain itu
OSIS juga mengadakan kegiatan ekstrakurikuler
lainnya, seperti perayaan hari Saraswati, diskusi
lintas agama, pemberian ucapan selamat hari ra-
ya, bakti sosial ke panti asuhan, panti jompo tan-
pa melihat perbedaan agama. Selain itu juga ker-
ja bakti ke tempat-tempat suci, lomba-lomba da-
lam rangka perayaan hari raya, seperti lomba pa-
jegan ketika hari raya Saraswati, atau acara buka
bersama pada saat bulan puasa, bahkan acara tir-
tha yatra ke tempat-tempat suci. Dalam acara
tirtha yatra ini pun siswa non-agama Hindu juga
diperbolehkan turut serta meskipun tidak ikut
bersembahyang. Sikap toleransi juga ditunjukkan
lewat pergaulan siswa dalam kehidupan sekolah
sehari-hari, dalam kelompok belajar. Keseluru-
han dari hal itu mencerminkan sikap toleransi
yang dikembangkan oleh OSIS dan sudah diapli-
kasikan dalam kehidupan keseharian siswa di se-
kolah.

Peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan
dalam Mewujudkan Toleransi Agama

Semenjak diluncurkannya konsep Manaje-
men Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah dalam
sistem manajemen sekolah, Komite Sekolah se-

bagai organisasi mitra sekolah memiliki peran
yang sangat strategis dalam upaya turut serta me-
ngembangkan pendidikan sekolah. Kehadirannya
tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah,
khususnya dalam upaya memungut biaya dari
orang tua siswa, tapi lebih dari itu, Komite Se-
kolah harus dapat menjadi sebuah organisasi
yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalur-
kan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam
melahirkan kebijakan operasional dan program
pendidikan di sekolah. Komite Sekolah juga di-
harapkan dapat menciptakan suasana dan kondisi
transparan, akuntabel, dan demokratis dalam pe-
nyelengaraan dan pelayanan pendidikan yang
bermutu di sekolah.

Wujud dukungan dari komite sekolah dan
dewan pendidikan dalam mengembangkan sikap
toleransi di kalangan siswa adalah adanya duku-
ngan dalam setiap kegiatan yang bertujuan untuk
menumbuhkan sikap toleransi di kalangan siswa
yang berbeda agama. Komite sekolah berperan
sebagai mitra sekolah dalam mewujudkan pem-
belajaran yang maksimal sekaligus mengem-
bangkan sikap toleransi beragama. Bentuk duku-
ngan tersebut dapat berupa dukungan moral mau-
pun finansial bagi pengimplementasian kebijakan
sekolah dalam mengembangkan sikap toleransi
agama. Secara moral adalah dengan ikut mendu-
kung setiap kegiatan yang bernuansakan keaga-
maan yang dilaksanakan oleh sekolah, sepanjang
tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan. Se-
cara material komite sekolah memberikan duku-
ngan biaya kepada pihak sekolah jika mengada-
kan kegiatan tersebut.

Dukungan dan bantuan dari komite tidak
bisa dilepaskan dari tujuan awal dan tugas serta
fungsi komite tersebut seperti yang dijabarkan
dalam UU Sistem Pendidikan Nasional yang se-
cara jelas menunjukkan posisi dari Komite Seko-
lah dalam pembangunan nasional. Dalam UU di-
sebutkan tujuan pembentukan Komite Sekolah
adalah:

(1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi ser-
ta prakarsa masyarakat dalam melahirkan ke-
bijakan operasional dan program pendidikan
di satuan pendidikan.

(2) meningkatkan tanggung jawab dan peran
serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan di satuan pendidikan.

(3) menciptakan suasana dan kondisi trans-
paran, akuntabel, dan demokratis dalam pe-
nyelenggaraan dan pelayanan pendidikan
yang bermutu di satuan pendidikan.
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Mengacu pada point ketiga di atas, suasana
yang demokratis dalam tatanan masyarakat mul-
tiagama dapat diartikan sebagai suasana pembe-
lajaran yang tidak memperlakukan diskriminasi,
tetapi pada perlakuan adil bagi seluruh warga se-
kolah baik yang beragama mayoritas maupun
yang beragama minoritas. Wujud dari persamaan
itu adalah adanya pemberian hak dan kewajiban
yang sama bagi seluruh sekolah. Berdasarkan ha-
sil wawanvara dengan kepala SMA Negeri 1 Pu-
puan, Tabanan, komite sekolah selalu mengusul-
kan kegiatan yang bernuansakan toleransi. Salah
satunya adalah dengan perayaan hari besar ke-
agamaan. Dalam perayaan hari besar keagamaan
ini memperlihatkan seluruh komponen dari seko-
lah termasuk siswa, guru dan pegawai serta ko-
mite yang berbeda agama, supaya muncul sema-
ngat kebersamaan antar warga sekolah. Mengacu
pada hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
peran dan fungsi komite sangat penting dan stra-
tegis dalam pengembangan pendidikan, termasuk
di dalamnya pendidikan toleransi beragama.

Peran Negara dalam Mewujudkan Toleransi
Beragama

Peran negara melalui Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga serta melalui Departe-
man Agama sangat strategis dalam melembaga-
kan sikap toleransi beragama di sekolah-sekolah.
Hal ini tidak dapat dilepaskan dari posisi dinas
pendidikan sebagai lembaga yang menaungi se-
kolah secara langsung dan dapat mengeluarkan
kebijakan yang mengatur tata kehidupan dan
langkah-langkah yang diambil oleh sekolah guna
mewujudkan hal tersebut. Peranan Negara mela-
lui Kementerian Pendidikan dan Departemen
Agama dalam mewujudkan toleransi agama ber-
awal dari kebijakan kepada seluruh sekolah agar
menerima siswa dari setiap warga negara tanpa
membedakan latar belakang agama, suku, ras,
dan golongan serta status sosial yang lainnya.
Kenyataan ini antara lain dialami oleh SMAK
Santo Paulus Singaraja. Sebagaimana yang di-
sampaikan oleh kepala SMAK Santo Paulus Si-
ngaraja, sebagai sekolah yang benuansa Katolik,
pada awalnya sekolah ini hanya menerima siswa
yang berlatar belakang agama Katolik saja. Sete-
lah itu, kebijakan dari dinas pendidikan untuk se-
kolah-sekolah agar bisa menerima siswa dari ber-
bagai latar belakang agama, suku, etnik, dan ti-
dak membedakan dalam perlakuan maupun hak
dan kewajibannya. Dari kebijakan tersebut, seko-
lah yang bernuansakan agama seperti SMAK
Santo Paulus ini pun menerima siswa dari agama

yang berbeda. Perkembangan lebih lanjut dari
keadaan tersebut, sekolah tidak hanya menerima
siswa dari latar agama yang berbeda, tetapi bah-
kan guru dan pegawai pun juga tidak lagi hanya
berlatar satu agama saja, yakni Katolik, tetapi ju-
ga dari agama lain. Pertimbangannya adalah ber-
dasarkan asas kebutuhan, bahwa sekolah mem-
butuhkan guru berdasarkan kompetensi yang di-
perlukan untuk menunjang kualitas pembelaja-
ran, bukan asal agama. Sekolah ini pun akhirnya
berkembang menjadi salah satu sekolah yang
bermultiagama dilihat dari warga sekolah yang
ada di dalamnya.

Kebijakan lain yang diambil oleh Dinas
Pendidikan dalam mengembangkan sikap tole-
ransi beragama adalah dengan memberikan ijin
pulang lebih awal pada hari Jumat. Kebijakan ini
diambil oleh Kepala Dinas Pendidikan Buleleng
sebagai salah satu wujud pengembangan sikap
toleransi dalam bidang agama. Selain itu juga
adanya libur untuk perayaan hari besar agama
Hindu seperti Galungan dan Kuningan serta hari
besar agama yang lain seperti Idul Fitri, Natal,
Waisak dan Imlek. Kementerian Pendidikan juga
mengadakan lomba-lomba yang bernuansa tole-
ransi agama dan etnik seperti lomba berpakaian
adat daerah, debat agama dan sebagainya. Pera-
nan penting lainnya adalah penyediaan buku-bu-
ku bacaan yang bernuansa agama, sehingga sis-
wa memiliki pengetahuan agama yang lainnya.
Departeman Agama juga menyediakan guru-guru
agama untuk mengajar mata pelajaran agama di
sekolah-sekolah multiagama.

Sikap terhadap Stereotipe, Prasangka dan
Diskriminasi yang Terjadi di Sekolah

Untuk mengetahui sikap stereotipe, pra-
sangka dan diskriminasi yang terjadi di sekolah
multiagama dapat dilihat dari hubungan mayori-
tas dan minoritas yang ada di sekolah multiaga-
ma. Sebagaimana diketahui, bicara tentang Bali,
tidak bisa dilepaskan dari agama Hindu sebagai
agama mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat
Bali. Dari situasi ini, menimbulkan kelompok
minoritas agama non-Hindu seperti agama Islam,
Kristen, Katolik, Budha dan Konghucu. Namun
demikian masyarakat Bali dikenal oleh masyara-
kat dunia sebagai salah satu kelompok masyara-
kat yang sangat toleran terhadap kelompok lain-
nya. Bentuk-bentuk toleransi itu dapat dilihat da-
ri perilaku keseharian maupun sikap-sikapnya
kepada pemeluk agama yang lainnya.

Keadaan semacam ini tercermin pula da-
lam hubungan mayoritas dan minoritas di seko-
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lah-sekolah multiagama. Pada umumnya hubu-
ngan ini dapat dilihat dari: pertama, sikap tole-
ransi mayoritas Hindu kepada kaum minoritas.
Kepala sekolah, guru agama dan siswa yang ma-
yoritas Hindu umumnya tidak pernah membeda-
kan temannya atau warga sekolah lainnya yang
berbeda agama. Dalam bergaul sebagai teman,
jarang sekali melakukan tindakan-tindakan yang
bersifat mendiskriminasikan siswa atau warga se-
kolah lainnya yang berbeda agama. Para siswa
ini tidak pernah membeda-bedakan temannya ka-
rena perbedaan agama. Mereka bergaul dan bela-
jar bersama-sama di sekolah sebagai saudara
yang sama-sama saling membutuhkan, sehingga
tidak ada alasan untuk berlaku diskrimantif ter-
hadap yang berbeda agama. Dengan kondisi ini,
maka hubungan mayoritas dan minoritas di seko-
lah berjalan secara damai dan saling menghargai,
tidak ada yang memperlakukan warga sekolah la-
in yang non-Hindu secara tidak adil atau diskri-
minatif karena alasan agama yang dianutnya.
Pandangan ini tidak dapat dilepaskan dari sikap
keseharian yang dirasakan oleh warga sekolah
yang memang telah melakukan sikap toleransi
agama yang tinggi. Setiap perbedaan agama yang
ada dipandang sebagai sebuah kekayaan yang
harus dibanggakan sehingga kepala sekolah, guru
agama, dan siswa tidak memiliki pandangan
yang negatif kepeda pemeluk agama lainnya.
Walaupun itu ada, hanya sebatas kasus dan tidak
mempengaruhi sikap toleransi agama yang telah
dikembangkan sekolah. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa strereotipe dan prasangka yang
dimiliki kepala sekolah, guru dan siswa terhadap
pemeluk agama lain secara umum bersifat posi-
tif.

Kedua, sikap guru agama dan siswa non-
Hindu sebagai kaum minoritas di sekolahnya. Pa-
da umumnya guru agama atau guru-guru lainnya
dan juga siswa yang tergolong dalam kelompok
minoritas, yakni mereka yang non-Hindu di se-
kolah-sekolah multiagama di Bali, tidak merasa-
kan adanya perlakuan yang negatif dari guru,
maupun teman-teman lainnya yang mayoritas.
Demikian pula dari perlakuan kepala sekolah dan
kebijakan sekolah, tidak ada yang mendiskrimi-
nasi mereka. Hal ini karena sekolah memberi
perlakuan yang sama dengan umat Hindu yang
mayoritas, terutama pelayanan yang bersifat ke-
agamaan seperti dalam beribadah dan waktu li-
bur ketika perayaan hari besar keagamaan. Bah-
kan untuk hari besar keagamaan, seperti Hari Ra-
ya ldul Fitri, sekolah-sekolah yang ada di Singa-
raja memberikan dispensasi libur kepada siswa

dan guru yang beragama Islam, yakni memberi
libur yang lebih banyak dari hari libur yang dite-
tapkan secara nasional. Begitu pula dalam beri-
badah, sebagaimana yang disampaikan siswa dari
SMAN 4 Singaraja yang beragama Islam, bahwa
sekolah juga memberikan ruang kepada agama
lain untuk beribadah. Hal yang sama disampai-
kan pula oleh guru agama Islam di SMAN 2 Si-
ngaraja, bahwa sekolah tempat mengajarnya ti-
dak pernah mempermasalahkan kelompok mino-
ritas. Semua guru mendapatkan hak sama. Bah-
kan guru-guru perempuan beragama Islam di
SMA-SMA multiagama di Singaraja hampir se-
muanya berjilbab. Banyak pula dari siswa yang
mengatakan bahwa mereka sama-sekali tidak
merasakan bahwa dalam pertemanan dan perga-
ulan sehari-hari mereka di sekolah ada kelompok
mayoritas-minoritas. Mereka bergaul secara na-
tural dan menjalani hubungan pertemanan de-
ngan menyenangkan. Bahkan jika ada perbedaan
agama di antara mereka, justru digunakan untuk
Saling mengunjungi, misalnya pada saat hari ra-
ya. Mereka pada umumnya sangat menyenangi
dan menikmati hubungan saling mengunjungi
itu. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka dapat
dikatakan bahwa sikap strereotipe, prasangka dan
diskriminasi tidak pernah dirasakan oleh siswa,
guru maupun warga sekolah lainnya yang non-
Hindu di sekolah-sekolah multiagama. Jika ada
perasaan diskriminasi, maka itu disebabkan bah-
wa siswa non-Hindu tidak memiliki bangunan
suci di sekolahnya, seperti agama Hindu. Meski
demikian, hal tersebut diterima dengan besar ha-
ti, mengingat jumlah mereka yang beragama Is-
lam, Kristen, Katolik, dan Budha, sangat kecil,
sehingga sekolah sulit mewujudkan pembangan
tempat suci khusus bagi mereka.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan
pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa,
ada pemahaman toleransi agama yang sangat ba-
ik dari kepala sekolah, guru agama dan siswa di
SMA multiagama, di mana secara umum mereka
menunjukkan adanya sikap mengerti, menghor-
mati, menghargai, dan mau menerima perbedaan
agama sehingga terwujud sebuah kedamaian ber-
sama. Dengan adanya kedamaian dan kebersa-
maan ini maka tujuan bersama bangsa dan negara
dapat dicapai secara maksimal. Sekolah sebagai
lembaga pendidikan sudah mengembangkan si-
kap toleransi agama secara maksimal. Hal ini
dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dike-
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luarkan oleh sekolah, antara lain dalam bentuk
perayaan hari besar keagamaan, penyediaan bu-
ku-buku pelajaran agama, penyediaan tempat
ibadah bagi semua agama meskipun untuk agama
non-Hindu bukan dalam bentuk bangunan suci
yang permanen melainkan hanya sebuah rua-
ngan, penyediaan guru agama untuk semua aga-
ma, dan memberikan perlakuan yang sama kepa-
da seluruh warga sekolah dari berbagai latar aga-
ma. Begitu pula peranan komponen-komponen
lainnya, seperti guru agama, organisasi siswa in-
tra sekolah (OSIS), masyarakat melalui Komite
Sekolah, dan negara melalui Dinas Pendidikan
dan Departeman Agama juga sudah maksimal.
Hal ini dapat dilihat pada struktur kepengurusan
OSIS yang berasal dari berbagai latar belakang
agama yang ada di sekolah, adanya dukungan ba-
ik secara moral maupun finansial dari Komite
Sekolah, adanya kebijakan dari Dinas Pendidikan
dan Departeman Agama agar sekolah menerima
calon murid dari berbagai latar belakang agama.
Sedangkan pandangan tentang stereotipe dan pra-
sangka warga sekolah SMA multiagama terhadap
perbedaan agama, latar belakang suku, etnik, dan
sebagainya, sangat positip. Mereka tidak memi-
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